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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 
luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai 
pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dalam bentuk pengaturan atau 
pun pelayanan dibidang administrasi, barang dan jasa dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat (Muammar 2014 : 1). Setiap manusia membutuhkan 
pelayanan, dengan adanya dunia pendidikan yang diharapkan mampu menciptakan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan berperan aktif sebagai aspek 
pembangunan yang dapat diandalkan. 
Dalam mengembangkan pelayanan publik dibutuhkan sumber daya manusia 
yang terampil dalam bidangnya. Pelayanan publik merupakan hak setiap warga 
negara yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan 
sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya yang dijamin oleh 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik. Dan konstitusi dalam hal ini UU No. 25 Tahun 
2009 tentang pelayanan publik pada Bab 1, Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa :  
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
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dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja 
pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah 
dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan 
masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberi implikasi kepuasan 
kepada masyarakat, karena masyarakat secara tidak langsung menilai terhadap kinerja 
pelayanan yang diberikan. Indikator  kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak 
ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Hidayat (2016 : 1) 
Tugas pemerintah dalam pembangunan nasional banyak tergantung pada kerja 
dan kemampuan pegawai negeri sipil. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa 
kedudukan dan peranan aparatur pemerintah sangat penting dan menentukan 
keberhasilan pembangunan nasional. Pada dasarnya pemerintah RI dibentuk untuk 
menciptakan ketentraman dan ketertiban (law and order) dan kesejahtraan rakyat 
(welfare) sesuai dengan amanaat pembukaan UUD 1945. Dalam konteks negara 
modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. 
Karena tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan 
jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi dibanyak negara berkembang 
pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin 
keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan 
pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan 
publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip 
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profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, 
netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. 
Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mendapat dukungan penuh dari 
masyarakatnya. Dalam hal ini, masyarakat berperan penting dalam rangka 
melanggengkan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima 
kasih atas dukungan masyarakat tersebut sudah sepantasnya pemerintah (melalui 
aparat birokrasi) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 
Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. 
Dari sini jelas bahwa pembangunan fasilitas publik di satu sisi barjalan lancar 
dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri, sehingga 
dapat secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah. 
Fungsi pelayanan selama ini belum mendapat perhatian dari para aparat birokrasi 
sebab fungsi mengaturnya lebih dominan dibandingkan porsi pelayanannya. Aparat 
birokrasi merasa ada dalam posisi penguasa yang lebih menempatkan diri sebagai 
pengarah dari pada panutan, oleh karena itu timbul kecenderungan untuk melihat 
warga masyarakat sebagai objek pasif dalam pelayanan publik. 
Permasalahan dalam hal pelayanan publik di Indonesia yang paling sering 
diperbincangkan adalah Pertama, rendahnya kualitas pelayanan publik. Kedua, 
tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN. Ketiga, birokrasi 
yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan. Keempat, 
rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat. Kelima, belum berjalannya 
desentralisasi kewenangan secara efektif. Keenam, sistem pelayanan publik yang 
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belum diatur secara jelas dan tegas. Kemudian, permasalahan klasik yang paling 
sering dikeluhkan masyarakat terhadap proses pelayanan publik, khususnya mengenai 
masalah pelayanan dibidang administrasi adalah Pertama, terjadinya diskriminasi 
aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan. Kedua, sering terjadinya pungutan 
liar (pungli) dalam pemberian layanan. Ketiga, tidak adanya kepastian dalam 
pemberian layanan. Muammar (2014 : 3) 
Masyarakat sudah sepatutnya menyadari bahwa pelayanan publik selama ini 
sudah menjadi masalah yang harus diperhatikan untuk memenuhi berbagai macam 
kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat 
sebagai pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyaknya ketidakpastian 
ketika mereka berurusan dengan birokrasi khususnya birokrasi pelayanan publik. 
Sebagian besar masyarakat sulit memperkirakan kapan kepastian penyelesaian segala 
urusan pelayanan bisa diperolehnya. Ketidakpastian tersebut menyebabkan 
masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pengurusan terkait pencatatan sipil 
sehingga masyarakat masih ada yang belum memiliki seperti Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, yang merupakan kewajiban setiap 
warga negaranya. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), 
dan Akta Kelahiran sangat vital dalam kehidupan masyarakat, karena ketiganya 
menjamin keberadaan, identitas, dan hak sipil lainnya. Pelayanan seperti ini tentu 
sangatlah penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus 
diselenggarakan oleh Negara. 
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Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, 
dijelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna 
memenuhi hak-hak dasar warganya. Dalam hal ini urusan wajib tersebut tidak lepas 
dari urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya 
pada unsur aparat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bengkalis. Berdasarakan kewenangan aparat pemerintah daerah tersebut, maka aparat 
pemerintahan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Masalah yang penulis dapatkan dari observasi sementara di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada akhir bulan Januari 
2018, penulis memfokuskan untuk melihat kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tersebut kepada aspek 
kependudukan dan pencatatan sipil yaitu pelayanan pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan pembuatan Akta Kelahiran. 
Karena penulis menilai ada permasalahan yang belum dapat dilakukan dengan baik 
oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, bahwa 
pelaksanaan pelayanan yang diberikan aparat pemerintah di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya 
maksimal dan profesional dalam memberikan pelayanan publik. Yang penulis ketahui 
ternyata pelayanan yang diterima oleh masyarakat belum dapat memenuhi harapan 
semua pihak, terutama dimasyarakat. 
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Sekarang ini yang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan 
masyarakat. Perlu adanya peningkatan pelayanan guna merealisasikan UU RI No. 24 
Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan. Pelayanan administrasi yang dimaksud terdiri atas pelayanan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. 
Dari fakta yang lain yakni informasi yang diperoleh baik melalui keterangan 
masyarakat setempat maupun media, membuktikan bahwa masih banyak masalah-
masalah yang terdapat dalam pelaksanaan layanan publik yang ada di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.“Daftar Antrian E-KTP di Dinas Capil 
Bengkalis 14.000 Jiwa”. https://www.pedekik.com/daftar-antrian-e-ktp-di-dinas-
capil-bengkalis-14-000-jiwa/ (diakses pada tanggal 17 Mei 2017) daftar E-KTP di 
Disdukcapil Bengkalis yang nunggu antrian untuk di cetak menumpuk hingga 14.000 
lembar. Hal ini membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus bekerja 
keras untuk menyelesaikan daftar tunggu yang panjang itu. Seperti dilansir 
Goriau.com banyak warga mengeluh karena proses pencetakan E-KTP di Disdukcapil 
Bengkalis terkesan lambat. Hal ini diakui pihak dinas melaui Kepalanya yang baru, 
Rinaldi. Namun begitu Rinaldi mengaku akan menggesa pengerjaan E-KTP tersebut 
agar bisa cepat tercetak. Pihak Disdukcapil menargetkan kalau bisa dalam 1 atau 2 
bulan proses pencetakan bisa di selesaikan semua. Ditargetkan perhari bisa tercetak 
500 lembar KTP. 
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Tabel 1.1. Jenis-jenis Pelayanan, Jumlah Pemohon, Jumlah Penduduk yang 
Sudah Terdaftar, Jumlah Penduduk yang Belum Terdaftar di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bengkalis Tahun 2016 - 2017. 
NO. Tahun Jenis Pelayanan 
Jumlah 
Pemohon 
Jumlah 
Penduduk yang 
Sudah  Terdaftar 
(Selesai) 
Jumlah 
Penduduk yang 
Belum 
Terdaftar 
(Tidak Selesai) 
1 2016 
Pembuatan Kartu 
Tanda penduduk 
(KTP) 
366.835 249.070 117.765 
Pembuatan Kartu 
Keluarga (KK) 
147.331 105.145 42.186 
Pembuatan Akta 
Kelahiran 
13.623 10.353 3.270 
2 2017 
Pembuatan Kartu 
Tanda penduduk 
(KTP) 
366.821 285.455 81.366 
Pembuatan Kartu 
Keluarga (KK) 
151.164 121.794 35.370 
Pembuatan Akta 
Kelahiran 
13.846 13.105 741 
Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 
2018 
Pada tabel 1.1. diatas pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah pemohon 
yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu 366.835 pemohon, 
sedangkan jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada tahun tersebut yaitu 249.070 
(selesai), jumlah penduduk yang belum terdaftar tersisa 117.765 (tidak selesai). Pada 
pembuatan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2016 yaitu 147.331 pemohon, 
sedangkan jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada tahun tersebut yaitu 105.145 
(selesai), jumlah penduduk yang belum terdaftar tersisa 42.186 (tidak selesai). 
Kemudian pembuatan Akta Kelahiran pada tahun 2016 yaitu 13.623 pemohon, 
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sedangkan jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada tahun tersebut yaitu 10.353 
(selesai), jumlah penduduk yang belum terdaftar tersisa 3.270 (tidak selesai).  
Pada tabel 1.1. diatas pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pemohon 
yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu 366.821 pemohon, 
sedangkan jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada tahun tersebut yaitu 285.455 
(selesai), jumlah penduduk yang belum terdaftar tersisa 81.366 (tidak selesai). Pada 
pembuatan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2017 yaitu 151.164 pemohon, 
sedangkan jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada tahun tersebut yaitu 121.794 
(selesai), jumlah penduduk yang belum terdaftar tersisa 35.370 (tidak selesai). 
Kemudian pembuatan Akta Kelahiran pada tahun 2017 yaitu 13.846 pemohon, 
sedangkan jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada tahun tersebut yaitu 13.105 
(selesai), jumlah penduduk yang belum terdaftar tersisa 741 (tidak selesai). 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih terjadinya keterlambatan 
penyelesaian pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Kartu Keluarga 
(KK), dan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bengkalis. Kinerja pegawai dapat dilihat dari kualitas kerja yaitu 
banyaknya kerja yang telah dilaksanakan oleh seorang pegawai dalam periode 
tertentu. Dari tabel tersebut menunjukkan kinerja pegawai Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis belum baik, karena belum 
biasa menyelesaikan tugasnya  dengan waktu yang sudah ditentukan. 
Penyelesaian produk administrasi yang sudah dijanjikan tidak sesuai dengan 
waktu yang ditetapkan, dikarenakan keterbatasan alat dan bahan  dasar dalam 
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pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. 
Kapasitas alat dan bahan tidak bisa dipastikan untuk pendukung proses kelancaran 
administrasi. Maka dari itu untuk meminimalisir pemohon yang sudah mengurus data 
yang sudah masuk pada bulan/tahun sebelumnya dilanjutkan dan diproses 
penyelesaiannya pada bulan/tahun berikutnya (Wawancara 25 Januari 2018). 
Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat dibidang 
administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak 
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, dan 
lain-lain merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah 
memenuhi syarat, dewasa ini belum memuaskan. Dampaknya sangat besar terutama 
terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini 
semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-hak untuk memperoleh pelayanan 
yang baik, sedangkan pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang 
baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut. Tujuan utama 
dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud 
apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan 
atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut. 
Dari permasalahan yang ada menjadi keluhan masyarakat ,bahwa kurangnya 
akses informasi dan yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah waktu 
penyelesaian yang lama tidak sesuai dengan ketentuan terkait pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Sehingga segala 
sesuatunya menjadi lambat dan berbelit-belit yang berakibat buruk bagi kualitas 
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pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi 
mengingat bahwa layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan 
Akta Kelahiran merupakan layanan yang penting bagi masyarakat dan perlu disadari 
bahwa layanan jenis ini tidak akan berkurang intensitas atau jumlah pelanggannya, 
karena setiap hari, bulan, bahkan setiap tahun akan ada saja masyarakan yang 
mengurus. Ini semua tanggung jawab Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dapat memberikan pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran bagi masyarakat yang 
membutuhkan. 
Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 
berkeinginan untuk melakukankan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul 
”Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan yang telah diuraikan diatas pada bagian sebelumnya, maka 
masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kepuasan 
Masyarakat pada Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bengkalis?” 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan 
masyarakat sebagai pengguna layanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun secara praktis, dimana meliputi : 
1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan 
studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah 
dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pembangunan ilmu 
pengetahuan, khususnya  menyangkut masalah kualitas pelayanan publik. 
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah dapat menjadi 
suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam 
melakukan usaha meningkatkan pelayanan publik diberbagai bidang, khususnya 
pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta 
Kelahiran di Kabupaten Bengkalis 
1.5. Batasan Penelitian 
 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, perlu dibatasi cakupan permasalahan 
yang lebih sempit. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada tingkat 
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupatan Bengkalis pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran berdasarkan 9 (sembilan) indikator 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik. 
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1.6. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan membagi enam Bab 
bahasan, dimana masing-masing bab dibagi-bagi lagi menjadi sub-sub dengan uraian 
sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II : LANDARAN TEORI 
Bab ini menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, populasi dan sample, dan metode analisis. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Dalam bab ini menguraikan sejarah objek penelitian, aktifitas objek penelitian dan 
struktur organisasi. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab 
sebelumnya. 
